
BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN 

NOMOR II TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTA.N KETRIBUSI 

PEN.JUALAN BASIL PRODUKSI USAHA DAERAH 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUI IAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 aval (3) 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. perlu menctapkan 

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan 

Retribusi Penjualan Basil Produksi Usaha Daerah Pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ker]a 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 0757);
4 Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 Ten rang 

Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera 

Sclalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 278, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 70291;
5. Peraturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2019 lemang 

Pengclolaan Kcuangan Daerah (Leml)aran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pcmcrintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketenruan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kchulanan

Rl Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM. I / 10/2020 

tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19);
9 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksann Teknis l-aboratorium 

Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2018 Nomor 8|;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN BASIL PRODUKSI 

USAHA DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menctapkan



-3-

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraiuran Bupati ini yang dimaksud dengan:
1 Kabupaten adalah Kabupatcn Musi Ranyuasin
2. Pemerinfah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pcmerintah 

Daerali.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasm.
4. Dinaa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat 

DLH adalah Dinas Ungkungan Hidup Kabupaten Musi 

Banyuasin.
5. Kcpala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Unit Pclaksana Teknis Dinas Laboratorium 

Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPTD 

Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pclaksana 

Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis 

Laboratorium Lingkungan pads DLH Kabupaten Musi 
Banyuasin.

7. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Kepala 

Unit Pclaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada 

DLH Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Pcjabat/Petugas adalah Pegawai yang riiberi tugas 

tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat 

PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari 

pajak daerah. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. dan Iain-lain pendapatan asli daerah yang 

sab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10 Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha 

Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

yang selanjutnya disebut Retribusi Jasa Usaha 

Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah.
1!. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha 

Daerah adalah Penyediaan/pelayanan Pengambilan
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Conroh Uji dan Analisa Parameter l.ingkungan dalam 

rangka mengukur Parameter Kualitas Lingkungan 

basil samping produksi untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan.
12. Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Ib-ibadi 

atau Badan yang menggunakan/mcnikmaii pelayanan 

Jasa Usaha.
13. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau 

Badan yang mcnurui peraturan perundang-undangan 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi 
atas pelayanan Jasa Usaha.

14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat 

bersifat mencari keuntungan karena pada dasamva 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Penjualan Basil Produksi Usaha Daerah adalah 

penjualan hasil produksi usaha daerah 

Pemerintah Kabupaten.
16. Produksi Usaha Daerah adalah Proriuk Daerah berupa 

Hasil Usaha Pengambilan Conloh Uji dan Analisa 

Parameter Lingkungan, yang selanjutnya dapat 
disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran 

alas pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Analisa

oleh

Parameter Lingkungan.
17. Analisa Parameter Lingkungan adalah semua yang 

termasuk kegiatan untuk mcnganalisis limb ah cair, air 

permukaan. air rnnah, biologi, kualitas udara ambien 

dan emisi dengan instalasi laborarorium yang 

dibangun dan/atau dikelola/dikoordinasi oleh 

Pemerintah Kabupaten melalui pengambilan Contoh 

langsung dari sumbemya.
18. Pemeriksaan kegiatan

menghtmpun dan mengolah data, keterangan 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obycktif dan 

profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan 

untuk menguii kepatuhan pemenuhan kevvajiban 

Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

adalah serangkaian

I *
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melaksanakan kcitntuan peraturan perundang- 

undnngan Rerribusi Daerah.

19. Sural Kerelapan Retnbusi Daerah yang selanjuinya 

disingkal SKRD, adalah surat ketetapan retnbusi yang 

menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang 

terutang.
20. Sural Setoran Retribusi Daerah yang selanjuinya 

disingkal SSRD. adalah bukti Surat Setoran Retribusi 
Daerah, pembayaran atau penyetoran retribusi yang 

tclah dilakukan dengan earn lain ke Kas Daerah 

mclalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Hu pan.
21 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lcbih Bayar yang 

selanjuinya disingkal SKRDLB adalah surat ketetapan 

Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi 
lebih besar dari Retribusi yang terutang aiau 

seharusnya ridak terutang.
22. Kas Ulmum Daerah adalah Kas Umum Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II
OBJKK DAN SUB.JEK RETRIBUSI

Pa sal 2

Objek Retnbusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi 

Usaha Daerah meiiputi pelavanan Pengambilan Conloh Uji 
dan Analisa Parameter Lingkungan dalam rangka 

mengukur Parameter Kualitas Lingkungan hasil samping 

produksi,

Pasal3
(1) Subjck Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi 

Usaha Daerah adalah orang pribadi atau bad an yang 

menggunakan pelavanan Pengambilan Conloh Uji 

dan/atau Analisa Parameter Lingkungan.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

\vajib membayar Retnbusi atas penggunaan jasa 

pelavanan Pengambilan Contoh Uji dan/atau Analisa
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Parameter Lingkungan.

Pasal 4
Pengamhilan Contoh Uji scbgaimaria disebutkan pada 

Hasal A adalah Pengamhilan sejumlah atau sebagian 

bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode 

tenentu sehingga bagian bahan atau yang diambil hersifat 

mewakili keseluruhan bahan.

BAB III
IN.STAN SI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIRUSI

Pasal 5
(1| UP'I’I) I .a bora tori um Lingkungan adalah Instansi 

Pengelola penggunaan jasa pelayanan Pengamhilan 

Contoh Uji dan Analisa Parameter Lingkungan.
(2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan diberikan 

mandat oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan 

Retribusi.

BAB IV
TEMPAT PELAYANAN RETRIBUSI

Pasal6
Subjek Retribusi membuar permohonan pelayanan 

Pengamhilan Contoh Uji dan/atau Analisa Parameter 

Lingkungan di UPTD Laboratorium Lingkungan

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

RETRIBUSI 

Bagtan Kesaru 

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 7
|1) Pendaftaran Subjek Retribusi dilaksanakan oleh setiap 

orang/Instansi/Uadan dengan mengajukan surat 

permohonan kepada Bupati c.q Kepala UPTD 

Laboratorium Lingkungan.

(2) Pendaftaran Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada aval |1) pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

(3) Bcrdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud

\ *
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pacla ayat (1) ditetapkan Reiribuai dengan mcnerbitkan 

SKRD aiau dokumen Iain yang dipersamakan.
(4) SKRD harus diisi dengan jelas. benar dan lengkap 

serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi aiau 

kuasanya.

Bagian Kcdua
Tara cara Penetapan. Bcsamya Tarif dan Masa Retribusi

Pass I 8
(1| Retribusi yang temrang dihitung berdasarkan 

perkalian antara tingkar jienggunaan jasa dengan tanf 

Retribusi.
{‘2) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jumlah hari 

Pengambilan Contoh Uji, jumlah Conroh Uji dan jenis 

Parameter yang diuji.

Pasal 9
Besamya Tarif Retnbusi sesuai yang tercantum dalam 

Peraturan Daerah rentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah.

Pasal 10
Masa Retribusi adalah perkali pelayanan atau 

perrransaksi.

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pernungutan

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan 

menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak 

maupun dokumen clcktronik.
(2) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.

1- ^
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Bagian Keempat 
Tata Cara Pembayaran

Pasal 12
(1| Pembayaran Retribusi terutang dilakukan pada saat 

pelayanan Pcngambilan Contoh Uji dan/atau Anahsa 

Parameter Lingkungan dilaksanakan atau paling 

lamhat 30 (tiga puluh} hari kerja Sejak SKRD 

diterbirkan
(2| Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi ke 

Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten pada Hank- 

yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten arau 

melaiui pemungut/bendahara penerima retribusi.
(3) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan 

menggunakan fonnulir SSRD.
(4) Benruk dan format SSRD. tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini
(5) Setiap Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran 

harus membenkan bukti setor pembayaran ke 

petugas/bendahara penerima di UPTD Laboratorium 

Lingkungan.

BAB VI
PERTANGGUNOJAWAHAN DAN PKLAPORAN 

Bagian Kesaru 

Penanggu ngjawaban

Pasal 13
(1) Benriahara penerima dan petugas yang terkait dengan 

pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan 

pcncatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan 

pemungutan.
(2) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan 

pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan 

mengamankan seluruh dokumen yang digunakan 

sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
(3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima

pencatatan / rnembuk u kan kegiatan
pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan
untuk

1*
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dan diadflkaii oleh Peraiigkal Daerah Pemungut sesuai 

dongan format/bcntuk sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua 

Pelaporan

Pasal 14

(1) Bcndahara pcnerima wajib membuat dan 

menyampaikan laporan rcalisasi peneriraaan dan 

penyetoran bulanan, baik sccara administrasi maupun 

fungsional paling lam bat tanggal 10 (sepuluh) 

bulan bcrikuinya.
(2| Secara fungsional laporan

disampaikan kepada I’ejabat Pengelola Kcuangan 

Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk 

divcrifikasi.

5ierara

pertanggungjawaban

(3) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban
kepada Perangkat Daerah yangdisampaikan

membidangi pengelolaan pajak dan Retrihusi selaku 

koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk

dievaluasi.
fungsional dilengkapi bukti(4) Laporan

penerimaan dan penyetoran serta slip Buku kas 

Umum, sedangkan laporan secara administrasi

secara

dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan 

berharga berupa SKRD.
fh) Laporan secara fungsional disiapkan oleh Perangkat 

Daerah Pemungut sesuai dengan bemuk/format 

sebagaimana diatur daktm peraturan perundang- 

undangan.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN PENG U RANG AN DAN 

PEMBEB/\SAN RETR1BUSI

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 

pengurangan dan pembebasan Retribusi dengan

{ *
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alasan yangjelas.
[2) Permohonan pengurangan dan pembebasan Rctribusi 

sebagaimana dimaksud pada aval (1) diajukan kepada 

Bupati paling lambat 15 (lima belas) han serelah 

direrbiU<an SKRD.
[3| Pengurangan dan pembebasan Retribusi diberikan 

dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
(4) Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapar 

permohonan dari Wajib Retribusi mengenai 
pengurangan dan pembebasan Retribusi terurang 

sebagaimana tercanium dalam SKRD.
(5) Pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KBLEBIHAN RETRIBUSI

Pa sal 16
(1) Atas kelcbihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi 

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 

Bupati c.q Kepala DLH.

(2) Bupati melalui Kepala DLH dalam jangka waktu 6 

(enam) bulan sejak diterimanva permohonan 

pengembalian kelcbihan pembayaran Retribusi 
.sebagaimana dimaksud pada aval (1), harus 

memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

aval (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala 

DLH tidak membenkan keputusan, permohonan 

pengembalian pembayaran Retribusi dianggap 

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam 

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Rctribusi mempunyai hutang Retribusi 

lainnya, kelcbihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada aval (1) langsung diperhitungkan 

untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi 
lainnya.

(5) Pengembalian kelcbihan pembayaran Retribusi
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sebagaimana dimaksud pada aval (3) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannva SKKDLB.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP 

Pa sal 17
Perntnran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.
Agar seriap orang mcngctahuinya, memerintahkan

denganpengundangan Peraturan Bupati 
penempatannya dalam Uerita Daerah Kabupatcn Musi 
Banyuasin.

ini

Ditetapkan di Sekayu 

pada tanggal ?
BUPATI MUSl/BANYUASIN,

2025i’ARAF tSckrctaris Daerab

iPit- Asistcn I’crckonpmian (Inn 
Peinbangunan /

Pit. Kepola Dinas Lingkungan Hklup H.M. TOHA

Diundangkan di Sekayu 

pada tanggal 7 ^

SEKRETAR1S DAERAH

2025

KABUIATEN MUSI BANYUASIN,

M. APRIYADI

BERITA DAERAH KAHUPATKN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR ||
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TATA CARA PEMUNGUTAN RICTRIBUSI 
PENJUALAN BASIL PRODUKSI USAHA 
DAERAH PADA DINAS L1NGKUNGAN 
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B. BENTUK DAN FORMAT .SURAT SETORAN RKTRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERWTAH KABUPATEN MUSI BAN YU AS IN 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
KompcttMl LaBotatonuni Unfikunoan 

No : 007S / IP) / lABtlNG-I t LBK / Klil
I., K...HI WrflUl U*tKaMmsctoy* Kw ScLji Ti-ln IPU ’-WViimI Ul JU

K WITAN S I
Sudan ddenrr^s dan

Uanq SeCanya* ............... ............................. ............

Unluk Penbayafftn

Uang Sebanyak

Mu» Banyuasln

KKUUKab r4oDa
N'J R-“.-.-iro -4P 30^0301
Hank Si.T3al Goto! Cabsnj Sekayu

BUPATI MU BANYUAS1N,
PARAF

lSckrclaris Daerah

Pit. Asisien Pcrekonomian dan 
I’cmbangunari 1 H.M. TO HA

I Pit. Kepaln Dinas Lingkungtin Hidup


